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BAB II 
KAJIAN TEORI MENGENAI KEWENANGAN MAJELIS 
PENGAWASAN DAERAH NOTARIS DALAM PENGAWASAN 
TERHADAP JABATAN NOTARIS 
 
A. Pengertian dan Bentuk-Bentuk Pengawasan 
1. Pengertian Pengawasan 
Pengertian mengenai Pengawasan dapat dilihat dari berbagai macam 
sumber, diantaranya, yaitu: 
a. Menurut P. Nicolai 
Menurut P Nicolai, pengawasan merupakan langkah preventif 
untuk memaksakan kepatuhan.32 
b. Menurut Lord Acton 
Menurut Lord Acton pengawasan merupakan tindakan yang 
bertujuan untuk mengendalikan sebuah kekuasaan yang dipegang 
oleh Pejabat Administrasi Negara (Pemerintah) yang cenderung 
disalahgunakan, tujuannya untuk membatasi Pejabat Administrasi 
Negara agar tidak menggunakan kekuasaan diluar batas kewajaran 
yang bertentangan dengan ciri Negara Hukum, untuk melindungi 
masyarakat dari tindakan diskresi Pejabat Administrasi Negara dan 
melindungi Pejabat Administrasi Negara agar menjalankan 
                                                          
32 Ridwan HR. “Hukum Administrasi Negara”. Rajawali Press. Jakarta, 2002. hal. 
311. 
23 
kekuasaan dengan baik dan benar menurut hukum atau tidak 
melanggar hukum.33 
c. Menurut Staatblad Tahun 1860 No. 3 mengenai Peraturan Jabatan 
Notaris  
Pengertian pengawasan dalam Pasal 50 alinea (1) sampai 
alinea (3), yaitu tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri 
berupa penegoran dan/ atau pemecatan selama tiga (3) sampai enam 
(6) bulan terhadap Notaris yang mengabaikan keluhuran dari 
martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap 
peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di 
dalam maupun diluar jabatannya sebagai Notaris, yang diajukan oleh 
penuntut umum pada Pengadilan Negari pada daerah 
kedudukannya.34 
d. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris 
Yang dimaksud dengan pengawasan dalam Penjelasan Pasal 
demi Pasal, Pasal 67 ayat (1), yaitu meliputi juga pembinaan yang 
dilakukan oleh Menteri kepada Notaris.35 Sedangkan untuk 
pengawasan menurut Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh 
                                                          
33 Diana Hakim Koentjoro. “Hukum Administrasi Negara”. Ghalia Indonesia. Bogor, 
2004. hal.70. 
34 Staatblad Nomor. 1860 no. 3 mengenai Peraturan Jabatan Notaris. Pasal 50 Alinea 
(1), (2) dan (3). 
35 Penjelasan Pasal dami Pasal Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang 
Jabatan Notaris. Pasal 67 ayat (1). 
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Menteri namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis 
Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri.36 
e. Menurut Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor. M-OL.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang 
Kenotarisan 
Yang dimaksud dengan pengawasan dalam Pasal 1 ayat (8), 
yaitu kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh 
Menteri yang bertujuan untuk menjaga agar para Notaris dalam 
menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-
undangan.37  
f. Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang 
Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris 
Yang dimaksud dengan pengawasan, yaitu pemberian 
pembinaan dan pengawasan baik secara preventif maupun kuratif 
kepada Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum 
sehingga Notaris senantiasa harus meningkatkan profesionalisme dan 
kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan 
perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat 
luas.38 
                                                          
36 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 67 ayat (1) 
dan ayat (2) 
37 Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manuasia Republik Indonesia 
Nomor: M-0L.H.T.03.01 Tahun 2003 tentang Kenotarisan. Pasal 1 ayat (8). 
38 Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
Nomor: M.39- 
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2. Bentuk-Bentuk Pengawasan 
Adapun bentuk-bentuk yang digunakan dalam menyelenggarakan 
fungsi pengawasan, yaitu: 
a. Ditinjau dari segi kedudukan badan/ organ yang melaksanakan 
pengawasan, terdiri dari: 
1) Pengawasan Interen 
Pengawasan Interen merupakan pengawasan yang 
dilakukan oleh satu badan yang secara organisatoris/ atruktural 
masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri, yang 
terdiri atas: 
a) Pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin/ atasan 
langsung, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, 
yang merupakan satuan organisasi pemerintahan, 
termasuk proyek pembangunan di lingkungan 
departemen/ lembaga instansi lainnya, untuk 
meningkatkan mutu dalam lingkungan tugasnya masing-
masing, melalui: 
✓ penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan 
pembagian tugas dan fungsi serta uraiannya yang 
jelas; 
✓ perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang 
dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi 
                                                                                                                                                               
PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas 
Notaris. Nomor 3 Bagian Tujuan. 
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pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang 
menerima pelimpahan wewenang dari atasan; 
✓ melalui rencana kerja yang menggambarkan kegiatan 
yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja 
antar kegiatan tersebut, dan hubungan antar berbagai 
kegiatan beserta sasarannya yang harus dicapainya; 
✓ melalui prosedur kerja yang merupakan petunjuk 
pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan; 
✓ melalui pencatatan hasil kerja serta pelaporan yang 
merupakan alat bukti bagi atasan untuk mendapatkan 
informasi yang diperlukan bagi pengambilan 
keputusan serta penyusunan pertanggung jawaban, 
baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai 
pengelolaan keuangan; 
✓ melalui pembinaan personil yang terus menerus agar 
pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan 
dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya 
dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan 
dengan maksud serta kepentingan tugasnya.39 
b) Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat 
pengawasan terhadap keuangan negara dan kususnya 
                                                          
39 Diana Hakim Koentjoro. “Hukum Administrasi Negara”. Ghalia Indonesia. Bogor, 
2004. hal.71-72. 
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terhadap perbuatan pemerintahan di bidang fries 
ermessen yang meliputi: 
✓ Pengawasan Formal, misalnya dalam prosedur 
prosedur keberatan, hak petisi, banding administratif, 
yang digolongkan menjadi pengawasan preventif, 
yaitu keharusan adanya persetujuan dari atasan 
sebelum keputusan diambil, dan pengawasan represif 
seperti penangguhan pelaksanaan secara spontan dan 
kemungkinan pembatalan. 
✓ Pengawasan Informal seperti langkah-langkah 
evaluasi dan penanguhan.40 
2) Pengawasan Exteren 
Adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ/ lembaga 
secara organisatoris/ struktural yang berada diluar pemerintah 
(eksekutif), misalnya dalam pengawasan yang dilakukan oleh 
DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) kepada Presiden dan 
kabinetnya, atau pengawasan yang dilakukan oleh BPK (Badan 
Pemeriksa Keuangan) terhadap Presiden dan kabinetnya dalam 
hal penggunaan keuangan negara, dimana kedudukan DPR dan 
BPK terdapat diluar Pemerintah (eksekutif). 
b. Pengawasan Preventif dan Represif 
                                                          
40 Diana Hakim Koentjoro. “Hukum Administrasi Negara”. Ghalia Indonesia. Bogor, 
2004. hal.72-73. 
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Yang dimaksud Pengawasan Preventif yaitu pengawasan yang 
dilakukan sebelum dikeluarkan suatu keputusan/ ketetapan 
pemerintah, yang disebut pengawasan apriori, yang akan ditetapkan 
dengan peraturan pemerintah. 
Pengawasan Represif, yaitu pengawasan yang dilakukan 
sesudah dikeluarkannya keputusan/ ketetapan pemerintah, sehingga 
bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru, 
disebut juga pengawasan aposteriori.41 
c. Pengawasan Dari Segi Hukum 
Pengawasan dari segi hukum merupakan suatu penilaian 
tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang 
menimbulkan akibat hukum.42 Adapun kewenangan melakukan 
pengawasan terhadap tindakan pemerintah yang bijaksana ataupun 
tidak, menjadi wewenang dari pemerintah.43 Tujuan diadakannya 
pengawasan dari segi hukum, yaitu agar pemerintah dalam 
melakukan tindakannya harus memperhatikan norma-norma hukum 
dalam rangka memberi perlindungan hukum bagi rakyat, yang 
terdiri dari upaya administratif dan peradilan administratif.44 
d. Pengawasan Ditinjau dari Segi Waktu 
                                                          
41 Ibid  
42 Ibid  
43 E. Utrecht/ Moh. Saleh Djinjing. “Pengantar Hukum Administrasi Negara 
Indonesia”. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.1990.hal.127. 
44 Ridwan HR. “Hukum Administrasi Negara”. Rajawali Press. Jakarta, 2002. hal. 
314. 
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Ditinjau dari segi waktu, Pengawasan dibedakan menjadi dua 
jenis, yaitu: 
1) Kontrol A- Priori 
Yaitu terjadi bila pengawasan itu dilaksanakan sebelum 
dikeluarkannya keputusan atau penetapan pemerintah; 
2) Kontrol A-Posteriori 
Yaitu pengawasan itu baru dilaksanakan setelah 
dikeluarkannya keputusan atau ketetapan pemerintah.45 
e. Pengawasan Ditinjau dari Objek Yang Diawasi 
1) Kontrol dari Segi Hukum 
Merupakan kontrol yang dimaksudkan untuk menilai 
segi-segi atau pertimbangan-pertimbangan yang bersifat 
hukumnya saja, misalnya menilai perbuatan pemerintah; 
2) Kontrol dari Segi Kemanfaatan 
Merupakan kontrol yang dimaksudkan untuk menilai 
benar tidaknya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah itu 
dari pertimbangan kemanfaatan.46 
B. Pengertian, Tingkatan Dan Unsur Majelis Pengawas Notaris; 
1. Pengertian Majelis Pengawas Notaris 
Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2004 
Tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu 
                                                          
45 Ibid, Hal 312 
46 Ibid  
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badan yang memiliki wewenang dan untuk melakukan pembinaan dan 
pengawasan terhadap Notaris.47 
Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang 
Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan 
Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan 
pembinaan terhadap Notaris.48 
Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara 
Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, 
Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Majelis 
Pengawas Notaris yaitu Majelis Pengawas yang tugasnya memberi 
pembinaan dan pengawasan kepada notaris dalam menjalankan jabatan 
profesinya sebagai pejabat umum yang senantiasa meningkatkan 
profesionalisme dan kualitas kerjanya sehingga dapat memberikan 
jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris 
dan masyarakat luas.49 
                                                          
47 Undang-Undang Nomor.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Pasal 1 ayat (6). 
48 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 
M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, 
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Pasal 1 
ayat (1). 
49 Nomor 3 Bagian Tujuan,op.cit, hal.14. 
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Menurut Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang 
Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian 
Notaris, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan untuk melaksanakan 
pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.50 
Menurut Pasal 1 ayat (7) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang 
Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, yang dimaksud 
dengan Majelis Pengawas Daerah adalah suatu badan yang mempunyai 
kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan 
pembinaan terhadap Notaris yang berkedudukan di Kabupaten atau kota.51 
2. Tingkatan Majelis Pengawas Notaris 
Dalam Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 
ayat (1) Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, 
yang tingkatan-tingkatan Majelis Pengawas Notaris, yaitu: 
a. Majelis Pengawas Daerah Notaris berkedudukan di kota atau 
kabupaten; 
b. Majelis Pengawas Wilayah Notaris dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Propinsi; 
                                                          
50 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan 
Pemberhentian Notaris, Majelis Pengawas Notaris. Pasal 1 ayat (6). 
51 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Pasal 1 
ayat (7) 
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c. Majelis Pengawas Pusat Notaris dibentuk dan berkedudukan di 
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.52 
3. Unsur-Unsur Majelis Pengawas Notaris 
Unsur-unsur Majelis Pengawas Notaris sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 67 ayat (3), Tentang Jabatan Notaris, yaitu: 
a. Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; 
b. Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; 
c. Ahli Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.53 
Menurut Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum 
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 
Nomor. C.HT.03.10-05. Tentang Pembentukan Majelis Pengawas 
Daerah Notaris: 
1. Pada Nomor 7.1 disebutkan bahwa pembentukan Majelis 
Pengawas Daerah Notaris yang berkedudukan di Ibukota 
Provinsi, keanggotaannya terdiri dari: 
a. Unsur Pemerintah adalah pegawai Kantor Wilayah 
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala 
Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/ Kota setempat dan 
Pegawai Balai Harta Peninggalan bagi daerah yang ada 
Balai Harta Peninggalan; 
                                                          
52 Undang-Undang Nomor.30. Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 68 ayat (1), 
Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1), Pasal 76 ayat (1). 
53 Undang-Undang Nomor.30. Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 67 ayat (3). 
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b. Unsur Organisasi Notaris adalah anggota Notaris yang 
diusulkan oleh pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia 
setempat; 
c. Unsur Ahli/ Akademisi adalah staf pengajar/ dosen dari 
fakultas hukum universitas negeri/ swasta atau perguruan 
tinggi ilmu hukum setempat. 
2. Pada Nomor 7.2 disebutkan bahwa pembentukan Majelis 
Pengawas Daerah Notaris yang tidak berkedudukan di ibukota 
provinsi, keanggotaannya terdiri atas: 
a. Unsur Pemerintah adalah pegawai Unit Pelaksana Teknis 
yang berada dibawah Kantor Wilayah Departemen Hukum 
dan Hak Asasi Manusia setempat; 
b. Unsur Organisasi Notaris adalah Notaris yang diusulkan 
oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat; 
c. Unsur Ahli/ Akademisi adalah staf pengajar/ dosen dari 
Fakultas Hukum Universitas Negeri/ Swasta atau perguruan 
tinggi Ilmu Hukum setempat.54 
 
 
 
 
 
                                                          
54 Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak 
Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor. C.HT.03.10-05. Tentang Pembentukan Majelis 
Pengawas Daerah Notaris. Nomor 7 bagian 1 dan 2. 
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C. Kewenangan Dan Kewajiban Majelis Pengawas Daerah Notaris 
1. Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas Daerah Notaris 
Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan 
Notaris;  
Menurut Pasal 70 kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris, 
meliputi: 
a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan 
pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan 
jabatan Notaris; 
b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 
(satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun atau pada setiap waktu yang 
dianggap perlu; 
c. Memberikan ijin cuti sampai dengan waktu 6 (enam) bulan; 
d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris 
yang bersangkutan; 
e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat 
serah terima Protokol Notaris, Notaris telah berumur 25 (dua puluh 
lima ) tahun atau lebih; 
f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang 
sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara; 
g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan 
pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam 
Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris; 
35 
h. Menyampaikan laporan pada Nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 
7 (tujuh) kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris.55 
Menurut Pasal 71, Majelis Pengawas Daerah Notaris 
berwenang: 
a. Mencatat dalam buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris 
dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah Akta serta 
jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak 
tanggal pemeriksaan terakhir; 
b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada 
Majelis Pengawas Wilayah Notaris, dengan tembusan kepada 
Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan Majelis 
pengawas Pusat; 
c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan; 
d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar 
lain dari Notaris yang merahasiakannya; 
e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan 
menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis 
Pengawas Wilayah Notaris dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, 
dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris terlapor, 
Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris.56 
 
                                                          
55 Undang-Undang Nomor.30. Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 70. 
56 Undang-Undang Nomor.30. Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 71. 
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2. Kewenangan dan Kewajiban Majelis Pengawas Daerah Notaris 
Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata 
Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan 
Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis 
Pengawas Notaris. 
Menurut Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2), kewenangan Majelis 
pengawas Daerah Notaris yang bersifat Administratif dilakukan oleh 
ketua, wakil ketua, salah satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan 
keputusan rapat umum Majelis Pengawas Daerah Notaris, adapun 
kewenangan tersebut meliputi: 
a. Memberikan ijin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) 
bulan; 
b. Menetapkan Notaris pengganti; 
c. Menemukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat 
serah terima Protokol Notaris, Notaris yang bersangkutan telah 
berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih; 
d. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan 
pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang; 
e. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat dibawah 
tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh 
undang-undang; 
37 
f. menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, surat 
dibawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan yang 
dibukukan yang telah disahkan, yang dibuat pada bulan sebelumnya 
paling lambat 15 (lima belas ) hari kalender pada bulan berikutnya 
yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.57 
Menurut Pasal 14, adanya kewenangan Majelis Pengawas Daerah 
Notaris yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat, 
yaitu: 
a. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol 
Notaris, bagi Notaris yang diangkat sebagai Penjabat Negara; 
b. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol 
Notaris yang meninggal dunia; 
c. memberi persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau 
hakim untuk proses peradilan; 
d. Menyampaikan fotokopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang 
diletakkan pada Minuta Akta atau protocol Notaris dalam 
penyimpanan Notaris; 
e. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan 
dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam 
penyimpanan Notaris.58 
                                                          
57 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 
M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, 
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Pasal 13. 
58 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 
M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, 
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Pasal 15. 
38 
3. Kewenangan dan kewajiban Majelis Pengawas Daerah Notaris 
Menurut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris 
Dalam Bagian Ke III Nomor 1.2. disebutkan Majelis Pengawas 
Daerah Notaris berwenang: 
a. Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris mengenai 
tanggapan Majelis pengawas Daerah Notaris berkenaan dengan 
keberatan atas putusan cuti; 
b. Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris 
mengenai adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis 
Pengawas Daerah Notaris atas laporan yang disampaikan kepada 
Majelis Pengawas Daerah Notaris. 
c. Mencabut izin cuti yang dibarikan dalam sertifikat cuti; 
d. Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan Buku 
Kusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di 
bawah tangan dan untuk membukukan surat dibawah tangan; 
e. Menerima dan menatausahakan Berita Acara Penyerahan protokol; 
f. Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris: 
1) Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan 
Juli dan Januari; 
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2) Laporan insidentil setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian 
izin cuti Notaris.59 
4. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Republik Indonesia Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang 
Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris 
Wewenang Majelis Pengawas Daerah Notaris berkaitan dengan 
pengambilan Minuta Akta dan/ atau pemanggilan Notaris baik sebagai 
saksi maupun sebagai tersangka oleh Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim, yaitu: 
a. Prosedur Pengambilan Minuta Akta oleh Penyidik, Penuntut Umum 
atau Hakim, dalam Pasal 8 ayat 1, Pasal 9 sampai dengan 11, yaitu: 
1) Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk kepentingan 
proses peradilan dapat mengambil Minuta Akta dan/ atau surat-
surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris 
yang terdapat dalam Penyimpanan Notaris, dengan meminta 
kepada Notaris yang bersangkutan untuk membawa Minuta 
Akta dan/ atau sutat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta 
atau Protokol Notaris yang terdapat dalam Penyimpanan 
Notaris, dengan syarat harus megajukan permohonan tertulis 
pada Majelis Pengawas Daerah Notaris setempat.60 
                                                          
59 Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris. 
Bagian Ke III Nomor 1.2. 
60 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Pasal 8 
ayat (1). 
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2) Majelis Pengawas Daerah Notaris memberikan persetujuan 
untuk pengambilan Minuta Akta dan atau surat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam 
Penyimpanan Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim untuk kepentingan proses peradilan, apabila: 
a) Ada dugaan tindak pidana yang terkait dengan Minuta Akta 
dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; 
b) Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang 
daluarsa peraturan perundang-undangan di bidang pidana; 
c) Ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak; 
d) Ada dugaan pengurangan atau penambahan dari Minuta 
Akta; 
e) Ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal akta.61 
3) Persetujuan Majelis Pengawas Daerah Notaris diberikan setelah 
mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan;62 
4) Majelis Pengawas Daerah Notaris tidak memberikan persetujuan 
untuk pengambilan Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang 
dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam 
penyimpanan Notaris, apabila tidak memenuhi ketentuan pada 
Pasal 9;63 
                                                          
61 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Pasal 9. 
62 Ibid, pasal 10 
63 Ibid, Pasal 11 
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5) Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam waktu paling lambat 14 
(empat belas) hari sejak permohonan pengambilan Minuta Akta 
dan/atau surat-surat yang dilekatkan Pada Minuta Akta atau 
Protokol Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim 
harus memberikan persetujuan atau tidak memberikan 
persetujuan terhadap pengambilan tersebut;64 
6) Jika jangka waktu 14 (empat belas) hari itu terlampaui maka 
Majelis Pengawas Daerah Notaris dianggap menyetujui 
pengambilan Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang dilekatkan 
pada Minuta Akta atau Protokol Notaris.65 
b. Prosedur Pemanggilan Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum atau 
Hakim dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18: 
1) Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, untuk kepentingan 
proses peradilan dapat memanggil Notaris sebagai saksi, 
tersangka atau terdakwa dengan mengajukan permohonan 
tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris setempat;66 
2) Majelis Pengawas Daerah Notaris dapat memberikan 
persetujuan pemanggilan Notaris sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 14 ayat (1) apabila: 
                                                          
64 Ibid, Pasal 12 
65 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Pasal 
12 ayat (2) 
66 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Pasal 
14 ayat (1) 
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a) Ada dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan Minuta 
Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta 
Akta atau Protokol Notaris yang terdapat dalam 
penyimpanan Notaris; 
b) Belum gugurnya hak menuntut berdasarkan ketentuan 
tentang daluarsa dalam peraturan perundang-undangan 
dibidang pidana;67 
3) Majelis Pengawas Daerah Notaris dapat memberi persetujuan 
kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim setelah 
mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan;68 
4) Majelis Pengawas Daerah Notaris tidak memberikan persetujuan 
pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa 
kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, apabila tidak 
memenuhi persyaratan dalam Pasal 15;69 
5) Majelis Pengawas Daerah Notaris wajib memberikan 
persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis 
dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak 
permohonan secara tertulis untuk pemanggilan Notaris sebagai 
saksi, tersangka atau terdakwa yang diajukan oleh Penyidik, 
                                                          
67 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Pasal 
15 
68 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Pasal 
16. 
69 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.03.HT.03.10 Tahun2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Pasal 
17. 
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Penuntut Umum atau Hakim kepada Majelis Pengawas 
Notaris;70 
6) Jika jangka waktu 14 (empat belas) hari terlampaui dan Majelis 
Pengawas Daerah Notaris tidak memberikan persetujuan atau 
penolakan persetujuan pemanggilan Notaris sebagai saksi, 
tersangka atau terdakwa secara tertulis kepada Penyidik, 
Penuntut Umum atau Hakim, maka Majelis Pengawas Daerah 
Notaris dianggap menyetujui pemanggilan Notaris.71 
5. Wewenang Majelis Pengawas Daerah Dalam Pengawasan Terhadap 
Pelaksanaan Kode Etik Notaris 
Adapun menurut Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Majelis Pengawas Daerah 
berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan 
pelanggaran Kode Etik Notaris,72 karena itu Majelis Pengawas Daerah 
Notaris memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap 
larangan dalam Kode Etik Notaris yang terdapat dalam Pasal 4 Kode Etik 
Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005, 
yaitu Majelis Pengawas Daerah Notaris dapat melakukan pengawasan 
terhadap Notaris, apabila ada dugaan-dugaan bahwa Notaris: 
                                                          
70 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Pasal 
18 ayat (1). 
71 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: 
M.03.HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris. Pasal 
18 ayat (2). 
72 Pasal 70 ayat (1), op.cit., hal.17. 
44 
a. memiliki lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor 
perwakilan; 
b. memasang papan nama dan/ atau tulisan barbunyi “Notaris/Kantor 
Notaris diluar lingkungan kantor; 
c. melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara 
bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, 
menggunakan sarana media cetak dan/ atau elektronik, dalam bentuk: 
1) Iklan; 
2) Ucapan selamat; 
3) Ucapan belasungkawa; 
4) Ucapan terima kasih; 
5) Kegiatan pemasaran; 
6) Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan 
maupun olahraga; 
d. Bekerja sama dengan biro jasa/ orang/ Badan Hukum yang pada 
hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau 
mendapatkan klien; 
e. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah 
dipersiapkan oleh pihak lain; 
f. Mengirimkan Minuta Akta kepada klien untuk ditandatangani; 
g. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang 
berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu langsung 
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ditujukan kepada klien yang bersangkutan maupun melalui 
perantaraan orang lain; 
h. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan 
dokumendokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan 
psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta 
padanya; 
i. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang 
menjurus ke arah timbulnya persaingan tidak sehat dengan sesama 
rekan Notaris; 
j. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah 
yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan 
perkumpulan; 
k. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus sebagai 
karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari 
Notaris yang bersangkutan; 
l. Menjelekkan dan/ atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang 
dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/ atau 
menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata 
didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau 
membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan 
kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang 
dibuatnya dengan cara tidak menggurui, melalaikan untuk mencegah 
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timbulnya halhal yang tidak diinginkan terhadap klien yang 
bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut. 
m. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif 
dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau 
lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk 
berpartisipasi; 
n. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut 
sebagai pelanggaran-pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris antara 
lain tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap: 
1) Ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 Tentang Jabatan Notaris; 
2) Penjelasan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2004 tentang Jabatan Notaris; 
3) Isi sumpah jabatan Notaris; 
4) Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar dan Angaran 
Rumah Tangga dan/atau Keputusan-Keputusan lain yang telah 
ditetapkan oleh Organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh 
dilakukan oleh anggota.73 
6. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Menurut Pendapat 
Majelis Pengawas Daerah Notaris 
Menurut sifatnya kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris 
dibagi menjadi 4 (empat), yaitu: 
                                                          
73 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005. 
Pasal4. 
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a. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berkaitan 
dengan pemeriksaan atas pengambilan Minuta Akta; 
b. Melakukan pemeriksaan atas pemanggilan Notaris dalam proses 
peradilan; 
c. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat mengenai 
adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Notaris atau peraturan 
mengenai Jabatan Notaris; 
d. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris.74 
Menurut sifatnya, kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris 
dapat juga dikelompokkan menjadi: 
a. Pengawas para Notaris di wilayah kerja Majelis Pengawas Daerah 
Notaris; 
b. Pembina bagi para Notaris; 
c. Pengontrol penyidik, penuntut umum dan hakim agar pemanggilan 
Notaris oleh penyidik, penuntut umum dan hakim tidak dilakukan 
dengan sembarangan.75 
Menurut Arief Dwi Meiwanto, SH. MH., seorang anggota Majelis 
Pengawas Daerah Notaris Jakarta Selatan dari unsur pemerintah, tugas 
Majelis Pengawas Daerah Notaris dapat digolongkan menjadi 2 (dua) 
aspek, yaitu: 
                                                          
74 Majalah Renvoi Nomor: 8.56 V Januari 2008. Berita Daerah Mengenai 
Kewenangan Majelis Pengawas Cerminkan Kelembagaan Profesi Notaris. hal.56. 
75 Majalah Renvoi Nomor: 8.56 V Januari 2008. Berita Daerah 
Mengenai Banyak Notaris Dipanggil MPW. hal.44 
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a. Pemeriksaan terhadap pengaduan oleh masyarakat, berupa 
pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan oleh Notaris; 
b. Pemeriksaan secara berkala, dimana Majelis Pengawas Daerah 
Notaris langsung dating ke kantor-kantor Notaris untuk memeriksa 
Minuta Akta, Buku Repertorium, Legalisasi Akta, Warmerking 
Akta, wasiat danm administrasi kantor Notaris,76 
Menurut Suyanto SH, Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota 
Semarang, Pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah 
Notaris Kota Semarang meliputi tegoran lisan atas penyimpangan ringan 
yang dilakukan oleh Notaris di Kota Semarang, misalnya pembuatan 
papan nama yang kurang sesuai, administrasi kantor yang kurang rapi, 
atau kekurangan perlengkapan kantor.77 
 
 
 
 
                                                          
76 Majalah Renvoi Nomor01/ 58. Maret.Th 50/ 2008. Daerah Mengenai 20 (dua 
puluh) Notaris Dipanggil Polisi.hal.40. 
77 Majalah Renvoi Nomor: 8.56 V Januari 2008. Berita Daerah Mengenai Hindari 
Ketidakpatutan Walau Kecil. hal.46. 
